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A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A1 NPWP . 363174731421000 A5 NAMA JABATAN : Pengaenda:s Organisme Pengganggu Tumbuhe
A2 NIP/NRP : 197807302011011004 . _ Pelaksana Lan ”fa“

A3 NAMA : Gun Gun Gunawan A6 JENIS KELAMIN - D LAKI - LAKI D PEREMPUAN
A4 E’})’\{GKAT/ : li¥b / Penata Muda Tkl A7 NIK - 3247103007780007

A8 STATUSAHUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : D 21-100-01 D 21-100-02
PENGHASILAN BRUTO
1. GAJI POKOK / PENSIUN 46.018.C
2 TUNJANGAN ISTRI 4.601.8
3. TUNJANGAN ANAK 1.840.7
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6.300.0
6. TUNJANGAN BERAS 4.055.5
1. TUNJANGAN LAIN-LAIN 1.1
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJ! 54.778.6
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1S.D.8) 117.595.8
PENGURANG
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 5.879.7
11. {URAN PENSIUN ATAU IURAN THT 2.135.8
12. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBER!I KERJA
13. JUMLAH PENGURANGAN {10 S.D. 12) 8.015.6
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13) 109.580.1
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) 109.580.1
s 48 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 67.500.C
18 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 42.080.C
12 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 2.104.C
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG
MEMBAYAR GAJI POKOK
21. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH g)TP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG
PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK
22, PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21) 2.104.0
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR 2.104.0
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 2.104.C
24, PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

C.PEGAWAI TERSEBUT C.01 D DIPINDAHKAN c.oz;'__} PINDAHAN 0.935 BARU c_o4§___} PENSIUN
D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah - (0 000148965017000
ma Instansi Pemerintah - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
Sub Uni Organisas - 451005

== : 3‘[1jm[1§2]mL2}0}2f5§ym\/

D5 NAMA PENANDATANGAN - Denny Hariman Ritonga. S.Sos

D.6 Pernyataan Wajib Pajak

elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telzh ditandatangan
tidak diperlukan tanda tangan bassh

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secarza
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